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Abstract:  
The debate on the legal status of wild animal trade in Islamic jurisprudence illustrates the complexity and flexibility of legal 
methodology developed by the school founders. This research aims to analyze the perspectives of Imam Malik and Imam 
Shafi'i regarding wild animal trade, identify their legal evidences, explore differences in their methodological approaches, and 
examine their relevance in contemporary contexts. Using a qualitative approach with textual and comparative analysis, this 
research reveals that Imam Malik ruled wild animal trade as makruh (disliked) based on the principle that all Allah's 
creations have potential benefits, with specific exceptions for dogs. Meanwhile, Imam Shafi'i ruled it haram (prohibited) based 
on the consideration that wild animals lack Shariah-recognized benefits proportional to their monetary value. This difference 
of opinion is rooted in distinct methodological approaches: Imam Malik prioritized the practices of Madinah residents and 
unrestricted public interest (maslahah mursalah), while Imam Shafi'i emphasized textual interpretation and systematic 
analogical reasoning (qiyas). Despite their differences, both scholars found common ground in making exceptions for hunting 
dogs, livestock guardians, and crop protectors. This study concludes that a combination of both perspectives can provide a 
comprehensive framework for animal trade regulation to address contemporary challenges related to wildlife conservation, 
public health, and animal welfare ethics. 
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Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas, 
mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan, mengeksplorasi perbedaan metodologi istinbat, serta mengkaji relevansinya 
dalam konteks kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual dan komparatif, penelitian ini 
mengungkapkan bahwa Imam Malik menghukumi makruh jual beli binatang buas berdasarkan prinsip bahwa segala 
ciptaan Allah memiliki potensi manfaat, dengan pengecualian khusus untuk anjing. Sementara itu, Imam Syafi'i 
menghukumi haram berdasarkan pertimbangan bahwa binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat dan 
setara dengan nilai tukar. Perbedaan pandangan ini berakar pada metodologi istinbat yang berbeda: Imam Malik lebih 
mengedepankan amal penduduk Madinah dan maslahah mursalah, sementara Imam Syafi'i menekankan interpretasi 
tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis. Meski berbeda, kedua pendapat memiliki titik temu dalam 
pengecualian terhadap anjing pemburu, penjaga ternak, dan penjaga tanaman.  
 
Kata Kunci: Fikih, Jual Beli Binatang Buas, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Istinbat Hukum 
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PENDAHULUAN 
Jual beli dalam Islam merupakan transaksi yang diperbolehkan selama memenuhi 

ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Namun, terdapat beberapa objek transaksi yang 
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, salah satunya adalah jual beli binatang 
buas. Diskursus tentang legitimasi jual beli binatang buas menjadi persoalan menarik mengingat 
implikasinya yang luas pada praktik ekonomi masyarakat dan etika perlakuan terhadap hewan 
(Mukhtar & Todd, 2023). 

Binatang buas pada umumnya identik dengan hewan yang ganas, memiliki taring, dan 
dapat membahayakan manusia. Dalam konteks fikih muamalah, para ulama berbeda pendapat 
tentang status hukum jual beli binatang buas tersebut. Perbedaan ini tidak hanya berimplikasi 
pada hukum transaksional semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek pemanfaatan, konsumsi, 
dan etika perlakuan terhadap hewan dalam Islam (Rahman, 2017). 

Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua tokoh utama dalam mazhab fikih Islam, memiliki 
pandangan yang berbeda tentang jual beli binatang buas. Perbedaan ini didasarkan pada 
interpretasi terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadis, serta metodologi istinbat hukum yang 
mereka gunakan. Imam Malik cenderung memandang jual beli binatang buas sebagai makruh, 
sementara Imam Syafi'i cenderung mengharamkannya (Al-Qaradawi, 2013). 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek jual beli hewan dalam perspektif 
hukum Islam, seperti studi yang dilakukan oleh (Mughiroh, 2023) tentang jual beli hewan buas 
dalam perspektif ekonomi Islam, dan penelitian (Armin & Djabbar, 2024) mengenai etika jual beli 
hewan yang sakit dalam hukum Islam. Namun, analisis komparatif yang komprehensif tentang 
perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i spesifik terhadap jual beli binatang buas masih terbatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis status hukum jual beli binatang buas 
menurut Imam Malik; 2) menganalisis status hukum jual beli binatang buas menurut Imam Syafi'i; 
dan 3) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua imam tersebut beserta dalil-
dalil yang mendasarinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan studi fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait regulasi perdagangan 
hewan dalam konteks modern. 

 
METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan 
(library research) yang berfokus pada analisis tekstual pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i 
tentang jual beli binatang buas. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan analisis yang 
mendalam terhadap teks-teks primer maupun sekunder yang memuat pemikiran kedua imam 
tersebut (Kamali, 1996). 

Sumber data primer penelitian ini adalah terjemah kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik 
dan kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i. Sedangkan sumber sekunder mencakup kitab-kitab fikih 
mazhab Maliki dan Syafi'i lainnya, serta literatur kontemporer yang menganalisis pemikiran kedua 
imam tersebut. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, 
mencatat, dan mengkategorikan informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut (Moleong, 
2014). 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk 
mengungkap makna yang terkandung dalam teks, serta metode komparatif untuk 
membandingkan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tahapan analisis mencakup reduksi 
data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas 
penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan data dari berbagai referensi serta 
validasi interpretasi hukum Islam (Rasjid, 2012). 

 
PEMBAHASAN 
Konsep Jual Beli dalam Islam 
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Definisi dan Dasar Hukum 
Jual beli dalam terminologi fikih didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas 

dasar kerelaan, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan syariat. Aktivitas ini 
merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-
Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama (Ghazaly, 2016). 

Dalam Al-Qur'an, legitimasi jual beli dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi landasan utama 
kebolehan praktik jual beli dalam Islam. Selain itu, Surah An-Nisa' ayat 29 juga menegaskan 
bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Khan, 2003). 

Dari perspektif Sunnah, terdapat beberapa hadis yang menerangkan keutamaan jual beli. 
Di antaranya hadis riwayat al-Bazzar dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah 
ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan 
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik)" (Islahi, 2014). 

Para ulama telah berijma' (konsensus) bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, dan jual 
beli merupakan cara yang sah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari kepemilikan orang 

lain (Manṣūrī, 2001). 
Rukun dan Syarat Jual Beli 

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari: 1) adanya pihak yang berakad (penjual 
dan pembeli); 2) adanya sighat (ijab dan qabul); 3) adanya objek akad (barang yang 
diperjualbelikan); dan 4) adanya nilai tukar pengganti barang. Setiap rukun ini memiliki syarat-
syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli menjadi sah (Basyir, 2000)). 

Pihak yang berakad disyaratkan harus baligh, berakal, melakukan transaksi atas kehendak 
sendiri, dan memiliki hak atas barang yang diakadkan. Sementara syarat sighat mencakup 
kejelasan ijab dan qabul, kesesuaian antara keduanya, serta tidak adanya jeda waktu yang lama atau 
syarat yang menghalangi kesepakatan (Ayub, 2009). 

Untuk objek akad, syarat-syaratnya meliputi: barang harus ada saat akad, barang harus suci 
dan bermanfaat menurut syariat, barang dapat diserahterimakan, barang harus dimiliki oleh 
penjual, dan barang harus diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan 
nilai tukar harus jelas jumlahnya dan dapat diserahterimakan saat akad (Enang, 2019). 
Jenis-Jenis Jual Beli 

Dari segi hukumnya, jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) jual beli shahih, yaitu 
jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat; 2) jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak 
memenuhi salah satu rukun atau objeknya tidak dibenarkan syariat; dan 3) jual beli fasid, yaitu jual 
beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat namun terdapat sifat atau keadaan yang 
tidak dibenarkan syariat (Chong dkk., 2009). 

Dari segi objeknya, jual beli dapat dibedakan menjadi: 1) jual beli barang yang dapat 
disaksikan langsung; 2) jual beli barang yang ditetapkan sifatnya dalam tanggungan (salam); dan 3) 
jual beli barang yang tidak ada atau tidak dapat disaksikan. Jenis pertama dan kedua 
diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan jenis ketiga pada umumnya dilarang 
karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) (Siregar & Khoerudin, 2021). 

Berdasarkan cara menetapkan harga, jual beli dapat dibagi menjadi: 1) jual beli 
musawamah (tawar-menawar); 2) jual beli amanah, yang mencakup murabahah (menyebutkan 
harga pokok dengan tambahan keuntungan tertentu), wadhi'ah (menjual dengan harga di bawah 
harga pokok), dan tauliyah (menjual dengan harga sama seperti harga pokok); dan 3) jual beli 
muzayadah (lelang) (Coulson, 1984). 

 
Konsep Binatang Buas dalam Perspektif Fikih 
Definisi dan Karakteristik 
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Binatang buas dalam literatur fikih dikenal dengan istilah "siba' al-hayawanat" atau 
"hayawanat muftarisah". Secara terminologi, ulama mendefinisikannya sebagai hewan yang 
memiliki sifat predator, bertaring, dan cenderung menyerang manusia atau hewan lainnya. 
Karakteristik utama binatang buas adalah kemampuannya menggunakan taring atau cakar untuk 
berburu dan menyerang (Foltz, 2014). 

Ibn Qudamah mendefinisikan binatang buas sebagai "hewan yang memangsa dengan 
taringnya", sementara al-Mawardi menambahkan kriteria "memiliki sifat agresif dan cenderung 
menyerang". Definisi komprehensif dikemukakan oleh al-Nawawi yang menyatakan bahwa 
binatang buas adalah "setiap hewan yang memiliki taring kuat yang digunakan untuk menyerang 
dan mengoyak mangsanya, serta secara alamiah cenderung menyerang manusia atau hewan 
lainnya" (Al-Haitami, 2021). 

Berdasarkan karakteristiknya, binatang buas dapat dikategorikan menjadi: 1) binatang 
buas bertaring seperti singa, harimau, serigala, dan anjing liar; 2) burung pemangsa bercakar 
seperti elang dan rajawali; dan 3) reptil berbisa seperti ular dan kalajengking. Semua kategori ini 
memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam konteks konsumsi dan pemanfaatannya (Al-
Nawawi & bin Sharaf, 2001). 

 
Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Binatang Buas 
Analisis Tekstual 

Imam Malik berpendapat bahwa jual beli binatang buas hukumnya adalah makruh (tidak 
disukai namun tidak sampai tingkat haram). Pendapat ini tertuang dalam kitab Al-Muwatta' dan 
Al-Mudawwanah al-Kubra. Dalam menetapkan hukum ini, Imam Malik berpegang pada prinsip 
bahwa pada dasarnya semua binatang yang diciptakan Allah memiliki potensi manfaat bagi 
manusia (Musthofa, 1992). 

Dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IV dijelaskan bahwa menurut ulama 
Malikiyah: "Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular dan kalajengking bila 
memang memberi manfaat. Tolak ukurnya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu 
halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang diciptakan untuk kemanfaatan 
manusia." (Zuhayli, 1989). 

Khusus mengenai anjing, Imam Malik menyatakan: "Saya memakruhkan harga anjing baik 
yang bermanfaat maupun tidak karena Nabi SAW melarangnya." Ini menunjukkan bahwa 
meskipun secara umum Imam Malik memperbolehkan jual beli binatang buas yang bermanfaat, 
namun khusus untuk anjing ia menetapkan hukum makruh karena adanya larangan khusus dari 
Nabi SAW (Al-Hattab, 2003). 
Dalil dan Argumentasi 

Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah 
dalam Surat Al-Baqarah ayat 29: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi 
untukmu." Ayat ini mengindikasikan bahwa semua ciptaan Allah pada dasarnya dapat 
dimanfaatkan oleh manusia, termasuk binatang buas (Musthofa, 1992). 

Selain itu, Imam Malik juga menggunakan dalil Surat Al-Maidah ayat 4 yang menyebutkan 
tentang kebolehan hasil buruan binatang pemburu yang telah dilatih. Ayat ini menjadi dasar 
argumentasi Imam Malik bahwa jika binatang buas seperti anjing pemburu dapat dimanfaatkan 
untuk berburu dan hasil buruannya halal dimakan, maka binatang tersebut tidak najis dan boleh 
diperjualbelikan (Al-Qarafi, 1961). 

Argumentasi lain yang digunakan Imam Malik adalah kaidah fikih "al-aslu fil-ashya' al-
ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan). Berdasarkan kaidah ini, Imam Malik 
berpandangan bahwa selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan jual beli binatang 
buas, maka transaksi tersebut diperbolehkan meskipun makruh (Al-Shatibi, 2002). 
Pengecualian dan Batasan 
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Meskipun secara umum memperbolehkan jual beli binatang buas, Imam Malik 
menetapkan beberapa pengecualian dan batasan. Pertama, jual beli anjing dihukumi makruh 
berdasarkan hadis yang secara khusus melarang harga anjing. Kedua, pemanfaatan binatang buas 
harus untuk tujuan yang dibenarkan syariat, seperti berburu, menjaga ternak, atau menjaga 
tanaman. 

Imam Malik juga menekankan bahwa meskipun jual beli binatang buas diperbolehkan, 
namun konsumsi dagingnya tetap dilarang untuk binatang yang memiliki taring dan cakar yang 
digunakan untuk menyerang. Ini menunjukkan bahwa kebolehan jual beli tidak selalu berkorelasi 
dengan kebolehan konsumsi (Siregar & Khoerudin, 2021). 

Batasan lain yang ditetapkan adalah terkait dengan aspek keselamatan dan mafsadah 
(kerusakan). Jika pemeliharaan binatang buas berpotensi membahayakan manusia atau 
menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka jual beli tersebut menjadi terlarang berdasarkan 
kaidah "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (mencegah kerusakan lebih diutamakan 
daripada mendatangkan maslahat) (Al-Ghazali, t.t.). 

 
Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Binatang Buas 
Analisis Tekstual 

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli binatang buas hukumnya adalah haram. 
Pendapat ini tertuang dalam kitab Al-Umm dan beberapa karya fikih mazhab Syafi'i lainnya. 
Dalam kitab Hasyiyah al-Jamal juz III disebutkan: "Tidak sah menjual-belikan hewan hasyarot 
yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata seperti ular, kalajengking, tikus, 
dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan harta" (Shafi’i, 1997). 

An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menegaskan dalam kitab Al-Majmu': 
"Binatang yang tidak mungkin diambil manfaatnya itu tidak sah diperjualbelikan contohnya: 
kumbang, kalajengking, ular, serangga, tikus, semut dan berbagai serangga yang lain dan binatang 
yang semisal." (Al-Nawawi & bin Sharaf, 2001). 

Khusus mengenai anjing, Imam Syafi'i menyatakan dalam Al-Umm: "Tidak halal harga 
anjing dengan keadaan apapun juga, apabila tidak halal harganya maka tidak halal anjing itu 
diambil atau dimakan, kecuali anjing itu dibuat untuk berburu atau menjaga ladang atau menjaga 
binatang ternak" (Shafi’i, 1997). 
Dalil dan Argumentasi 

Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya hadis riwayat 
Bukhari dari Abu Mas'ud al-Anshari: "Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan 
ongkos peramal." Hadis ini menjadi landasan utama pengharaman jual beli anjing menurut Imam 
Syafi'i (Al-Mawardi, 1994). 

Selain itu, Imam Syafi'i juga menggunakan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang 
menyebutkan bahwa bejana yang dijilat anjing harus dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan 
tanah. Imam Syafi'i memahami hadis ini sebagai indikasi najisnya anjing, dan berdasarkan kaidah 
fikih bahwa benda najis tidak boleh diperjualbelikan, maka jual beli anjing diharamkan (Al-Ramli, 
1983). 

Argumentasi lain yang digunakan Imam Syafi'i adalah prinsip bahwa jual beli hanya sah 
untuk barang yang memiliki manfaat yang diakui syariat (manfa'ah mubahah maqsudah). Menurut 
Imam Syafi'i, binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat yang setara dengan nilai 
harta, karena pada dasarnya binatang tersebut berbahaya dan diharamkan untuk dikonsumsi 
(Ansari, 2013). 
Pengecualian dan Batasan 

Meskipun secara umum mengharamkan jual beli binatang buas, Imam Syafi'i menetapkan 
beberapa pengecualian. Anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga 
ladang diperbolehkan untuk dipelihara meskipun jual belinya tetap diharamkan. Ini berdasarkan 
hadis yang secara khusus mengecualikan ketiga kategori anjing tersebut (Shafi’i, 1997). 
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Untuk binatang buas selain anjing, Imam Syafi'i memperbolehkan jual belinya jika 
memenuhi dua syarat: pertama, binatang tersebut memiliki manfaat yang diakui syariat; kedua, 
manfaat tersebut setara dengan nilai harta yang dipertukarkan. Misalnya, elang yang digunakan 
untuk berburu atau monyet yang digunakan untuk memetik buah di pohon (Al-Juwayni, 2007). 

Imam Syafi'i juga membedakan antara binatang buas yang memiliki taring kuat dan 
binatang buas yang taringnya tidak kuat. Binatang seperti hyena (dubuk) dan rubah, meskipun 
termasuk kategori binatang buas, namun karena taringnya tidak sekuat singa atau harimau, Imam 
Syafi'i memperbolehkan jual belinya dengan syarat ada manfaat yang diakui syariat (Al-Haitami, 
2021). 

 
Analisis Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i 
Persamaan Pendapat 

Meskipun terdapat perbedaan signifikan, analisis komparatif menunjukkan beberapa 
persamaan dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas. 
Pertama, kedua imam sepakat bahwa binatang buas memiliki potensi bahaya bagi manusia, 
sehingga pemanfaatannya harus dibatasi dan diregulasi. Hal ini mencerminkan prinsip umum 
maqasid syariah dalam pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) (Kamali, 2012). 

Kedua, keduanya mengecualikan anjing pemburu, anjing penjaga ternak, dan anjing 
penjaga tanaman dari larangan mutlak pemeliharaan anjing. Pengecualian ini mengindikasikan 
penerapan prinsip maslahah dalam penetapan hukum, di mana pertimbangan kemanfaatan 
menjadi faktor penting dalam penentuan status hukum (See, 2015). 

Ketiga, baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i mendasarkan pendapat mereka pada 
hadis-hadis yang sama tentang larangan harga anjing dan pengurangan pahala bagi pemelihara 
anjing selain untuk tujuan yang diperbolehkan. Perbedaan hanya terletak pada interpretasi dan 
implikasi hukum yang ditarik dari hadis-hadis tersebut (Doi, 1984). 

Keempat, kedua imam mengakui adanya hierarki dalam kategori binatang buas, di mana 
status hukumnya dapat bervariasi berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya. Misalnya, 
keduanya memandang binatang buas bertaring kuat seperti singa dan harimau lebih bermasalah 
daripada binatang buas bertaring lemah seperti hyena dan rubah (Syaikhu dkk., 2020). 

 
Perbedaan Pendapat 

Meskipun terdapat beberapa persamaan, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan 
Imam Syafi'i dalam masalah jual beli binatang buas cukup signifikan. Perbedaan utama terletak 
pada status hukum jual beli tersebut, di mana Imam Malik menetapkan hukum makruh sementara 
Imam Syafi'i menetapkan hukum haram. 

Perbedaan berikutnya adalah pada persepsi terhadap nilai manfaat binatang buas. Imam 
Malik berpandangan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki potensi manfaat, sehingga pada 
dasarnya boleh diperjualbelikan selama tidak ada larangan eksplisit. Sementara itu, Imam Syafi'i 
mensyaratkan bahwa manfaat tersebut harus spesifik, diakui syariat, dan setara dengan nilai harta 
yang dipertukarkan. 

Terkait status najis, kedua imam juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i memandang anjing 
sebagai najis berat (mughallazhah) berdasarkan hadis yang memerintahkan untuk membasuh 
bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Sementara Imam Malik tidak 
menganggap anjing sebagai najis dan memahami perintah membasuh tujuh kali sebagai bentuk 
ibadah (ta'abbudi), bukan karena najis. 

Perbedaan lainnya adalah interpretasi terhadap hadis larangan harga anjing. Imam Syafi'i 
memahami larangan tersebut sebagai pengharaman total (tahrim), sementara Imam Malik 
memahaminya sebagai ketidaksukaan (karahah) yang tidak sampai tingkat haram. Perbedaan ini 
mencerminkan metodologi interpretasi hadis yang berbeda di antara kedua imam. 
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Analisis Dalil dan Metodologi Istinbat 
Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas 

tidak terlepas dari perbedaan metodologi istinbat hukum yang mereka gunakan. Imam Malik 
cenderung lebih fleksibel dalam interpretasi nash dengan mempertimbangkan amal penduduk 
Madinah dan maslahah sebagai sumber hukum yang otoritatif. Sementara Imam Syafi'i lebih ketat 
dalam berpegang pada makna tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis (Dutton, 
2013). Perbedaan metode istinbat hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi’i muncul dari latar 
belakang sosial dan pendekatan epistemologis yang berbeda. Imam Malik yang hidup di Madinah 
menjadikan praktik penduduk setempat sebagai sumber hukum yang sah, karena dianggap 
mewarisi langsung tradisi Nabi. Ia juga membuka ruang bagi pertimbangan maslahat dan 
kebiasaan masyarakat dalam merespons persoalan hukum, termasuk dalam membolehkan jual beli 
binatang buas jika ada manfaatnya. Sementara itu, Imam Syafi’i lebih ketat dalam berpegang pada 
teks Al-Qur’an dan hadis, serta menolak sumber-sumber hukum yang tidak memiliki pijakan 
eksplisit. Ia mengembangkan metodologi hukum yang sistematis melalui qiyas dan berusaha 
menutup celah subjektivitas hukum. Karena itu, dalam kasus jual beli binatang buas, Imam Syafi’i 
menolaknya karena tidak ada dalil tegas yang membolehkannya. Perbedaan ini mencerminkan 
pendekatan kontekstual Imam Malik dan pendekatan tekstual normatif Imam Syafi’i dalam 
membangun hukum Islam. 

Dalam menginterpretasi hadis larangan harga anjing, Imam Malik memahaminya sebagai 
larangan yang tidak mengikat (ghairu mulzim) karena adanya indikasi kebolehan memanfaatkan 
anjing untuk berburu berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 4. Sementara Imam Syafi'i memahami 
larangan tersebut sebagai larangan yang mengikat (mulzim) karena tidak ada dalil eksplisit yang 
mengecualikan jual beli anjing dari larangan tersebut. 

Terkait dengan implementasi kaidah hukum, Imam Malik cenderung menerapkan kaidah 
"al-aslu fil-ashya' al-ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan) secara lebih luas, 
termasuk dalam kasus jual beli binatang buas. Sementara Imam Syafi'i lebih menekankan kaidah 
"al-aslu fil-manafi' al-hill wa fil-madharr al-tahrim" (hukum asal manfaat adalah halal dan hukum 
asal bahaya adalah haram), sehingga lebih berhati-hati dalam menetapkan kebolehan jual beli 
binatang yang potensial berbahaya (Enang, 2019). 

Perbedaan juga terlihat dalam penggunaan konsep maslahah. Imam Malik menerapkan 
konsep maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash) 
secara lebih luas, sementara Imam Syafi'i membatasi aplikasi maslahah pada kasus-kasus yang 
memiliki sandaran tekstual yang jelas (maslahah mu'tabarah) (Al-Shatibi, 2002; Syaikhu dkk., 
2020). 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis komparatif tentang perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i 
terhadap jual beli binatang buas, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, Imam Malik 
cenderung memandang jual beli binatang buas sebagai makruh berdasarkan prinsip bahwa segala 
yang diciptakan Allah memiliki potensi manfaat, sementara Imam Syafi'i cenderung 
mengharamkannya karena menganggap binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat 
dan proporsional dengan nilai tukar. 

Kedua, perbedaan pendapat ini berakar pada perbedaan metodologi istinbat hukum. 
Imam Malik lebih mengedepankan amal penduduk Madinah dan maslahah mursalah, sementara 
Imam Syafi'i lebih berpegang pada interpretasi tekstual nash dan implementasi qiyas yang 
sistematis. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan tradisi intelektual dalam fikih Islam yang 
mengakomodasi berbagai pendekatan dalam memahami kehendak Ilahi. Ketiga, meskipun 
berbeda, kedua pendapat memiliki titik temu dalam pengecualian terhadap anjing pemburu, 
penjaga ternak, dan penjaga tanaman, serta pengakuan terhadap hierarki dalam kategori binatang 
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buas berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat 
tidak bersifat absolut dan terdapat ruang untuk dialog dan sintesis. 
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